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PERATURAN DAERAH KABUPA I‘i N AMINMIKA
NOMOR 26 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSTUSAHA DI BID AN,
PERINDUSTRIAN DAN PERD AGANGAN

DENGAN RABAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Manimbang :a. bahwa uniuk daya gunu dan hasii coma Kewenang o Kobupaten
Mimika dibidang  Penndustrion kan Perdagansins sebapa
konsekwensi jogis bedabunya Undoe - undang Nemer 20 Tahun
1999 Tentang Pemerintahan Daerad., viba perlu adan a aow a untuk
melakukan  pembinaan, pengawesr dan pengendali ‘Thidap
usaha dibidang perindustan dan porc o s

b. bahwa schubungan dengan muksud tersebut hurat o aoas, dan
dalam upava meninghatkan pelavin o dibidang permdestian dan
perdagangan, dipandang  perlu o caphan ketentun entang
pengaturan dan pemungutan retribos o asaha dibidane pesir fustrian
dan perdagangan di Kabupaten Ninka vang ditetaps an dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mimik 4

Mengingat : !. Undang - undang Nomor 1 ‘Tuhun 1967 Tentaey  Peranaman
Modal Asing ( Lembaran Negara Uishan 1967 Nomor |

2. Undang — undang Nomor 6 ‘Tahan 1968 Tentane i'eranaman
Modal ~ Daerah Dalam Negeri (I embaran Negara 1ahen 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Nevara Nomor 2853y,

3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 | entang Pembentukan

Propinsi Gtonom Irian Barat dan Kubupaten-kabupaten Otonom di
Propionsi Irian Barat (Lembaran Nevara Tahun 19069 Homor 47.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907):

4. Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Fukurt Acara
Pidana;

5. Undang — undang Nomor 5 Tahun 1934 Tentang P fustiian
( Lembaran Negara Tahun 19834 Nomor 2. Tambahan [¢mbaran
Negara Nomor 3274);
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16.

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tabun 1997 Tentaniy

- Peraturan Pemerintah Nomor 2> Fahun 2004

Undang — undang Nonor 24 Tahu 1992 Lentang Poniaan Ruang,
( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambanan | embaran
Negara Nomor 3501 ),

N
Undang — undang Nomor 23 lahun 1997 Tentang Pencelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Nepara Tahun 1997 Nomor 6K,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3499):

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang comerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. [Iambahan
LLembaran Negara Nomor 3839);

Undang — undang Nomor 235 Talun 1999 Tent g Porin bangan
Keungan Antara Pemenntah Pusat dan Dacrah ¢ 1 embarn Negara
Tahun 1999 Nomor 22, ‘lawnbaban  Lemba o Negari
Nomor 3848);

Undang — undang Nomor 435 @ha 1099 Fentang Pembontukan
Propinsi Irian Jaya ‘I enpal, Propin.i [nan Juva Barai kabupaten
Paniai, Kabupaten Nimika, Kabupaen Puncak Jova o o
Sorong (Lembaran Negpara b 299 Nam, 17 b deen
Lembaran Negara Non o 3894

. Undang - undang Nomo: 34 1ah o0 o0 Fentang Porababom atas
Undang - undang Nomao 18 tal 1997 Tentang Pajak Dy dan
Retribusi Dacrah (I enibaran Neoars 1 ahun 2000 Nomer 246,
Fambahan Lembuaran Neca Nonwor 10148):

2 Undang - undang Nonan 20 Tabae 2901 Tentan.: Oronomi
Khusus bagi Provinsi Papua ¢ 1o Negara Tahan 200
Nomor 135, Tambaban Nepara Nov: 14 J:

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1 ibun 1983 Lept o rakum

Acara Pidana ( lembuaun Nevor o Tahun (983 Nomer 3o,
Tambahan Lembaran Negara Nomo 'S8,

. Peraturan Pemerintah Nomor 29 |y L9806 Tentany Analisis

Mengenai Dampak Linghungan ( 1 embaran Negara Tahun 1986
Nomor 42, Tambahan 1 cimbaran Neparn Nomor 3338),

- Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang KXo finasi

Kegiatan Instansi  Vernkal di Dactah ( Lembary N epara
Tahun 1988 Nomor 10, Tambuhan  Lembaran Nepara
Nomor 3373);

Peraturan Pemerinteh Nomor 33 Tabian 1992 Tent, Ny
Penanaman Modal:

ata Clara

etibuasi

Daerah ( Lembaran Negara Tabun 1997 Nomor 550 Tambahan

l.embaran Negara Nomor 3692):

Fentang
Kewenangan  Pemerintah dan Keweringan - Propinsi Sebagal

Daerah Otonom ( Lembaran Nog s Tahun 2000 MNomor 59,
Tambahan Lembaran Ne¢ para Nomor 332
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Peraturan Pemerintah - Nomor 105 Tahun 2900 Tentang

Pengelolaan  dan  Pertanggunygawaban  Keuangan Dacrah
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambanan [embaran
Negara Nomor 4022):

. Keputusan Presiden Nomor 44 lahun 1999 Teateng  Ieknik

Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun "985 [entang
Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan - perasahaan
yang mengadakan Penanaman Modal menurat Undane - undang
Nomor 1 Tahun 1997 dan Undang - undang Nomor 6 1 hua 1968:

[

. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Fentang

Rencana Tapak Tanah dan Tata lertib Pengusahoan Kawasan
Industri serta Proscdur Pemberian Izin Mendirikon Bangunan
(IMB) dan Izin Unding - unduany Gangguan (U1 G HO) baga
Perusahaan - perusahaan yang beriokasi diluar Kawason Indastr;

. Peraturan Menteri Datam Negen Doonor 7 Faaun 1900 [ontany

Tata Cara Pemberian [y Mendinvan Bangunan (N4 Ccan Lan
Undang — undang Gangguan bagr Pausahaan - peras duum yany
berlokasi diluar kawasan Industn,

. Keputusan Mentert Dalam Negen Nomor 4 tahun 1997 [entang

Penyidik Pegawai Nepen Syt di 1 ingkungan Pemerintah Dacrah:

. Peraturan Dacrah  Kabupaten Mimisa Nomor 1 Lahun 2003

Tentang Kewenangan Pemerintah babupaten Mimika o Lembaran
Dacrah Kabupaten Nunka Tahun 20035 Nomor 1);

. Peraturan Dacrah Kabapaten Munika Nomor 4 | ue 2003

Tentang  Organisast e Tata Kora Dinas o Daerah
Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K ABUPATEN MIMIKA

MEMUTU SKAN

PERATURAN DAERAI KABUPATIN MIMIKA  TI'NTANG

PENGELOLAAN  DAN  RETRIBUSI  USAHA DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANG AN

BAB I
KETENTUAN UMUNM

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan;
Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika,

L
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14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Minuka;

Bupati ialah Bupati Mimika;

Dinas adalah Dinas yang lingkup lTugus dun Tangeune Jawabnva mehpau Bidanoe
Industri dan Perdagangan;

Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas 1ors chutuan
Comanditer,* Badan Usaha Milik Negara atau Dacrah dengan nama i bentuk
apapun, Persckutuan Firma. Kongsi, Yavasan atao Oroanisast, Lombagr Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha Lkunn o

Wajib Daflar Perusahaan adalah dafiar san cacota e dadekoan o aeu
berdasarkan ketentuan peraturan dacrah o dan atac orataran polahscn e v
memuat hal - hal vang wajb didattark vy oleh sevon parusahaan terne 1 Sosha
Pengenal Import disingkat API dan Sural hererang v Vol icerfitneate of oog o gert
Usaha Perdagangan,

Angka Pengenalan Iportir distngkat AP adalah tandia ponsenal sebagan snponin yang
harus dimiliki sctiap perusahaan yang melahohan perdacangan Import;

Surat Keterangan Asal (certificate of oropin ) adwah suatu dohumen yang
berdasarkan kescpakatan dalary penapan Bilateral. Bociona dan Muitdatenal serta
Ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu yang Wi disertakan pada worte bagang
eksport Indonesia memasuki suatt wilivah negara ertertu untuk omoabuktikan
bahwa barang tersebut berasal, dihasikan dan atad divwal Ji Tndone sia.

Gudang adalah suatu ruangan yang tdak berperak yang dapat ditutup desoan tujuan
tidak untuk dikunjungi oleh umum melitckan untar fipakai Khusus scbo, an tempat
barang — barang perniagaan.

. Tanda daftar pudang dan ruang penyimpanan (1DG) sdadah jasa pendavianm yang
diberikan  kepada  perorangan  atau badan hukam untek melabas o usaha
perdagangaen;

. Perdagangan adalah jual beli barang atau jusa yvany 0lakuhan secara tius meneru
dengan tujuan mengalihkan hak burang atau jase fongan disertai i osabin atau
kompensasi;

. Perusahaaan adalah setiap bentuk usaha »ang menjalahan setiap jeni aala vang

bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan didiriban, berkerja serta hedudukan
dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

-Surat ijin usaha perdagangan disingkat (SIUP) adalah surat ijin antab dapat

melaksanakan kegiatan usahan perdaganan :

[jin usaha Industri disingkat (IUI) adalah ijin yang dikeluarkan untuk sehiap usaha
yang mengelolah bahan mentah, bahan baku, bahan sctengeab jadi dan ata bar. ng judi
dengan menjadi barang dengan nilai ckonomis yanyg lebih tinggl termasub tanda
daftar industri disingkat (TDI).

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku. barang
setengah jadi dan tava barang jadi menjedi menjadi barang dengan niln yang lebih
tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiitan rancany bangun dan perekeovasaan
industri.

Perusahaan industri adalah badan usaha vang melak ko kegiatan dibraang  usaha
industri vang dapat berbentuk perorangn, perusah i, persckutuan ataw badan
hukum yang berkedudukan didaerah.

- ljin bidang industri yang meliputi ijin usaha indistri vang selanjutnva disebut [ ]

8. Persetujuan prinsip industri adalah persctujuan yang diberikan kepadia perusahaan

19.

20.

21,

industri untuk melakukan  persiapan-persiapan penyediaan tanah,  perencanaan,
penyusunan, rencana tapak tanah dan usaha pembangunan pengadaan insialasi dan
mesin peralatan yang diperlukan;

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemiusatiun kegiatan  andustr
dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fusilitas penunjang lamnya vanp
dan dikelola perusahaan kawasan industri;

ljin perluasan industri selanjutnya dapat disingkat (1P adalah in v diberikan
kepada Perusahaan Industri untuk melakukin perluasan usaha industri;

Persetujuan Priasip Kawasan Industri adalah persctujuan yang dibernhan hepada
Perusahaan Kawasan Industri untuk  melukukan perstapan  penyediaan

yang
disediakan

tanih,



22,

29.

30.

31

perencanaan, penyusunan rencana tupeh  tanah  dkonwvasan ndusti darn usaha
pembangunan. pengadaan penerangan instaasi atau pooa aton yang diperlaloan

Usaha pergudaan adalah kegiatan usabia pergudane m yvang dilakulan olch suatn
badan hukum atau perorangan melalui pemanfaatan cud g muliknya sencii dan atau
pihak lain untuk mendukung/memperlancar hegiatan perdagangan baran..

. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis peraschaan.
. Retribusi wajib daftar perusahaan. ijin usaha perdacanpan dan ijin nsaba indusui

selanjutnya discbut retribusi adalah pungutan Jdocoan sehagad pembacarm atas
pendaftaran perusahaan, ijin usaha perdagangan dan i usaha industrt dan pe nberan
tanda daftar industri.

Wajib retribusi adalah perorangan atau badan husom yang mencrar poratuan
perundang — undangan retribusi diwajibkan untuk melakakan pembavarim retibusi

. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas wantu bagi

wajib retribusi untuk memanfaatan jasa dari pemerintah daerah.

. Surat ketetapan retribusi daerah disinghat SKRD adalah surat Keretapan tetnbas yang

menetukan besarnya pokok retribusi,

. Surat Ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah dismgkat SKRDRE BT adalah

suarat ketetapan retribusi yang menctukan jumlah kelebihan pembay aran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebuh besar dari pada retnbusi vang terusting atau
tidak seharusnya terutrang .

Surat tagihan retribusi daerah disingkat STRID adalah surat untuk melihukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Pemerinksaan adalah serangkaia kegiatan mencari. mengumpulkan, menvolah data
dan atau Kketerangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenubion kewajiban
perpajakan dacrah dan retribusi untuk wjuan lain dalanm rangka aclak anakan
ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan dacrah dan retibusi

Penyidik tingkat pidana dibidang perpajakan dacrah dan rewibusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik pecawa negeri sipil yang sehanjutanva disebut
penyidik pegawai negeri sipil yang sclanjutnya dischut penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindab pilana i
bidang perpajakan dacrah dan retribusi yany terjadi serta menemukan tersanthanya

BAB T
BENTUK USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAS OAN PERDAG YA
Bagian Pertama
Bentuk Usaha Bilang Pennde i

Pasal 2

Usaha bidang perindusirian meliputi hepran dibidan. usaha industri vang Jdapat

berbentuk perorangan. perusahaan, persehutian wau b

ackan hukum yanpy melakukan

kegiatan usaha industri di daerah.

Usaha K asan Indust

Pasal 3

Usaha Kawasan Industri berdasarkan tanah kawasan deng i luas paling sedibie 20 nektar,



Bagian Kedua

Bentuk Usaha Bidang Perdug a0 0n

Usaha bidang perdagangan meliputi hegivtan dibidany sala perdagangan < are dapat
berbentuk perorangan, perusahaan, perschutaan atau badan hukum yvane melabukan
kegiatan usaha perdagangan di dacrah.

Bagtan hoetiga
Pengusahaan Industr: dan Perdig o0

Pusal &

(1) Usaha Industri dan Perdagangan dapat dilakukan olch

Perscroan Terbatas (PT)

Persekutuan Comanditer (CV)

Persekutuan Firma (Fa)

Koperasi

Perorangan
f. Badan Usaha l.ainnya

(2) Usaha Industri dan Perdagangan scbagaimana dimaksud dalam avat (1) a talah asaha
[ndustri dan Perdagangan Non Fasilitas.

po T

o

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Usaha Bidang Perindustrian

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan usaha bidang perindustrian di ducr il

a. Nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200 000.000. (Jdua ratus juta rupiah udak
termasuk tanah dan tempat usaha, wajib memiliki I/ Usaha Industi 10 1),

b. Nilai Investasi seluruhnya scbesar Rp 5.000.000. /d Rp. 200.000 060.- tudak
termasuk tanah dan tempat usaha wajib memiliki 1.nda Dattar indusina (D1,

¢. Nilai Investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000.- tidak termasuk tiih dan
tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Dattar Industri (1130 becuali
dikehendaki olch Perusahaan.

(2) Setiap Usaha Bidang Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 o (12 pulub
persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai izin usaha xmiw st vang

dimiliki sebagaimana disebut ayat (1) pasal ini. wajib meniliki izin perluas
k)

»

(3) Izin usaha industri dan Tanda Dafiar Industri sebagaimana dimaksdu ayat (1) Lol a
dan b pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kcoratan usaha
industri dan diadakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun,



(4) Bentuk Izin Usaha Industri (TUI), Tanda Dattar Industr cFDD, Tzin Perlias i dan tata
cara memperoleh izin dimaksud diterapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
(1) Persetujuan Prinsip Industri berlaku selama 4 (empats twhun dan selanu ten rgang
(empat) tahun perusahaan telah siap beroperasi don memenuhi ketentuin yang
berlaku, maka perusahaan yang bersanghwan wajib mcnyajukan izin Usaboc Inclustin,

(2) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabile dalam jangka waktio sclambat-
lambatnya 4 (empat) tabun  pemohonpemegany  Persciujuan Prinsip adak
menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produb si

(3) Apabila setelah tenggang waktu 4 (empat) tahun berakhir, perusahaan Felum siap
beroperasi maka persctujuan prinsip dapat diperpanjany paling banvak 1 satu) kali
dengan masa 2 (dua) tahun.

(4) Kawasan Industri diselenggarakan oleh budan usaba berbentuk Perscroan erbata
(PT) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang berithu

(5) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan Industri Non
Fasilitas

(6) Jangka waktu ijin usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pasal ¢ 3) ad dah 30
(tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 30 ( tiga puluh ) Tahun.

Bagian Kedua
Usaha Bidang Perdagangan
Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan usaha Bidang Perdagangan termasuk pembukaan Kantor
Cabang/Perwakilan, Wajib memiliki Surat ljin Usaha Perdagangan.

(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdaganyan dengan modal disetor dan
kekayaan bersih seluruhnya sampai ‘dengan Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh surat
ijin tempat usaha perdagangan (SIUP) Keeil:

(3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usalia perdagun. i dengan moda! diseror dan
kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. S00.000 000,00 (hinee ratis juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan banguan tempat uoaha wagib memporolel Surat
[jin Usaha Perdagangan (SIUP) Meneng.aih

(4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usalia perdagangan dengan modal discton dan
kekayaan bersih scluruhnya diatas Rp. S00 000.000.00 (lima ratus Juta tupiah) tdak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Surat 1 Usaha
Perdagangan (SIUP) Besar:

(%) Surat Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkhohol vang (STUP MBO adatal Surat
Din untuk dapat melaksanakan kepiatun usaha perdagangan hhusus mnuman
beralkhohol golongan B dan C:

(6) Dikecualikan dari kewajiban memilihi Surat ljin U perdagangan clug. imana
dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kelompok usuha perdagangan kecil denpan nila

[



investasi seluruhnya dibawah Rp. 5,000 000.00 (Lt jut ruptah tdah wormasuk
tanah dan bangunan tempat usaha yaity : Pedagang Kelling, Pedagar - Asongan,
Pedagang Pinggir Jalan, atau Pedacang Kaki [0 dapat diberikan apabila
dikehendaki yang bersangkutan.

(7) Surat ljin Usaha Kecil, Menengah. Besar dan SICP M dimaksud ayat ) (3, (h
dan (5) Pasal ini. sclama perusahaan tersebut masil, menjalankan kooostan usaha

perdagangan dan diadakan pendaftaran ulung setiap 3 1 t1ow) tahun

(8) Bentuk Ijin Usaha Kecil. Menengeh, Besar. dan SICP MB dun late Cara
memperoleh ljin dimaksud ditetapkan dencan Keputusa Bupati

3

Pasal 9

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdaanan chspor dan atan Impor
wajib memiliki Angka Pengenal Eksportit « APE) dan e ks Penpenal oport (AP
dan atau Surat Keterangan Asal (SKA) Harany Ikspor:

(2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan  dengan menepanakan
gudang atau ruangan penyimpanan wajib memiliki 1anda Dattar Gudang (1DG) dan
berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap Usaha yang telah memperoleh Surat ljm Usaha Perdagangan apabily ielihukan

peruhahan yang meiiputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alumat kantor

perusahaan, nama pemilik/penanggung  jiwab.  alanat pemilik/penangeury jawab,

NPWP/NPWPD/Kclembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Dagangan | tuma wajib

mengurus perubahan surat ijin usaha perdaganoan (SIUP)

BAB IV
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi dalam
Daerah.

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan olch  Pemerintah Dacralb  atas
pemberian pelayanan dibidang Perindustrian dun Perdaganpan

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menthmate ool anan
dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal |
Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hoakuny yan. i peratuse deer i

diwajibkan untuk membavar retribusi atas pemberian pelayanan dibidang Perindustrian
dan Perdagangan.



BARV
TATA CARA PENGUKURAN “|'1N( IRAT PENGGUNAAN JANA
Pasal 13
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah -
a. Bentuk usaha A

b. Golongan usaha ]
¢. Nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah dacrah tempat i usaha diberika,

BAB VI
Pasal 17
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNY \ 1ARIE RETRIZES]

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi meliputt psa pendatt, . n perasabaan, bog uaiha
perdagangan dan pemberian izin usaha indy 1) dan tanda dattar industri

(2) Sasaran penctapan tarif retribusi dalam  pasal ini melipu brasa pendattarnm dun
pemberian izin jasa berupa :

Biaya administrasi

Biaya pemeriksaan dan pengawasan

Biaya pencetakan

Biaya pembinaan

2.0 o

BABNIT |
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF R} | RIBLUIST
Pasal 18

(1) a. Besarnya tarifl retribus; pendaftaran perusahaan Sctiap tiga tahun sebag imiana
dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut

1. Perseroan Terbatas Rp 200 000.-
2. Koperasi Kp o 50 000.-
3. Persekutuan Komanditer Rp 130000,
4. Firma (Fa) Rp 150 000.-
3. Perusahaan Perorangan (PQ) Rp. 100.000.-
6. Perusahaan Milik Negara ' Rp 300.000,-
7. Bentuk Perusahaan Lainnya Rp 100,000
8. Perusahaan Asing Rp 500,000,

9



b. Besarnya tarif retribusi, jasa angka pengenal eksport (APE) dan angha Pengenal
Importir (API) setiap 3 (tiga) tahun;

1. API Rp.o 150.000.-
2. APE Rp. 150.000.-
¢. Surat Keterangan Asal (SKA) Rp. 200.000.-
d. Rekomendasi Fksport ' Rp. 130.000,-

¢. Rekomendasi Import: -
- Barang hiba Ky 30,000 -
- Barang modal B, 200 000,
- Kendaraan Bermotor roda 2 s/d 4 Ry 1000 060 .

f. Tanda Daftar Gudang dan Ruang b ingun
- Kecil 36 m2 s/d 1.000 m2 Kp. 130000,
- 1.000m2 s/d 10.000 m2 Kp. SO0 000
- diatas 10.000m2 . b oaiono, -
(2) Besarnya taril retribusi usaha perdagangan sebagainiana dimaksud pasil ~ w0 (0
(3), (4) dan (6) adalah sebagai berikut -
a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Rp  100.000.-
b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menenyal Rp 150,000 -
¢. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Rp o 250.000,-
d. Swat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkol | Kp o 500.000.-
() Besarnya tarif izin usaha industri (1U1) Jin tanda dartr indusud (11 M) ~obagaimana
dimaksud pasal 4 avat (1), (2) dan (3) adal s sebagin berbat
a. Investasi s/d Rp. 100 Juta Kpo 100000 -
b. Investasi diatas Rp. 100 Juta s/d Rp 200 Juta Kpo 130000, -
¢. Invedtasi diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 300 T Kp. 330.000.-
d. Investasi diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. | Milyar Rp  750.000,-
e. Investasi diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10) Milvar K. 2.500.000. -
£ Investasi diatas Rp. 10 Milyar Kp. 5.000,000.-
BABIX

MASA RIFTRIBUSI

Pasal 19
Masa retribusi terutang adalah  saal diterbitkannya  SKRD atau  dokuien yang
dipersamakan.

BAB N

PENETAPAN RI TRIBUSI

Pasal 20

(1) SKRD sebagaimana dimaksud pasal 15 ditetaphan retribusi terutany de ngan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan date baru dan atau Jdaty vang

semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah retribusg Vi
terutang maka dikeluarkan.

10
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TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGHIAN REFTRIBU 51

=

Pasal 21

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diboronskan.
(2) Retribusi  dipungut dengan  menggunakan  SKRD ateu dokumien i vang
dipersamakan. '

Pasal 22

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetaphan denvan Keputiean Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundany — undangan yang herlike
L]

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEFBASAN RETRI S
Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan hebebasan retribiu

(2) Pengurangan. keringanan dan kebebasan sebagaimana dimaksud avat o0 pasal ini
diberikan dengan mempernatikan kemampuan wegib retibur,

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan kebebusan retribust ditetophan dengan
Keputusan Bupati.

BADB NI
KADALUARSA
Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa sctelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wujib retibusi melakukan tndak pidana
dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pdda avat (1) pasal inertangguh apainl
a. Diterbitkan surat teguran

b. Ada pengakuan utang retribusi {Idll wajib reuibusi. baik langsuny ateu tidak
langsung.

BAB NIV

SANKS]T ADNMINISTRAS]

Pasal 23

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar wepat pade waktunya Kurang
membayar, dikenakan sanksi administiast sehesar 2 06 setiap bulan dan retnbusi
yang terutang atau kurang dibayar dari tuerhan dengan mengeunakan STRD,



(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentoan yang werdapat hidalam
peraturan daerah ini maka izin yang bersanghutan dapat dicabut deng m Keputusan
Bupati.

kY

BAR NV
Pasa | 20

KETENITT AN PHIANA

(1) Pelanggaran atas peraturan dacrah im diancam dengan hubuman Kurungan s hkima
lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanvak  banyvaknya Rp. 10.000.000 .- (sepuluh
jura rupizah)

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i disctor scehruhnya ke Kas Daeah

BAR ANV

KETENTUAN UENYIDIK AN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri  Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacial diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakuban penvidihan uadak pidana
dibidang perpajakan daerah atau rctribusi. sebagaimana dimaksud delion Undang
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i adalah:

d.

T

k.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan menchu keterangan ataa laporan
berkenan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Dacrah agar keterangan atau
laporan terscbut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenar Orang Pribadi atau
Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilukukan schubungan dengan
Tindakan Pidana Retribusi Daerah tersebut:

Meminta keterangan dan bahan bokt dari Orang Pribadi atau Badan Usaha
sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribust Dacrah:

Memeriksa buku — buku, catatan - catatan dun dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah

Melakukan penggeledahan untuk  mendapathan  bahan  bukti - pemiukuan,
pencatatan dan dokumen — dokumen lan, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksmaaun tugas penvidinan Tindak
Pidana dibidang Retribusi Dacrah;

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorany meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemerinksaan sedung berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud pada hurut e
Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribust Daerah;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagan tersangka
atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Findak Pidana
di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabhan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini memberitahukan dinulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadu Penuntut U melalui
Penyidikan Polri, scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undany - undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.



BAB AV
PENYIDIKAN
Pasal 18

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah i sopanjang miengarnos poratutan
pelaksanaannya akan diatur lebib lanjut dengan Keputusan Buapati,

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan dacrah terdahulu vane mengatu
hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan dacrah i dinyatakan ndak derlaku
lagi.

Pasal 30

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku scjak tanggal diundanghan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pereturan daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T'imika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika

Pada tanggal 10 Oktober 2003

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika

CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupater Mimika
Tahun 2003 Nomor 93
L ntuk salimin vang sah
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PENJET ASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOM()I‘{ 20 TAHUN 2003
TENTANG

PENGELOLAAN DAN RIFTRIBUSIUSATIA DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAG ANGAN

[. UMUM

Selama ini Kkewenangan dalam  perberian ijin dibidang  perincustian dan
perdagangan serta pungutan biaya administias: atas pembotian ijin-ijin tersehu menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan provinsi walaupun porisahaan-perusabiaar trsebut
berdomisili dan melakukan kegiatan usahanva Ji daerih Fabupaten NMimika Dengan
beriakuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dacrah maka
sudah seharusnya kewenangan maupun pungutan biaya administrasi tersebut menjadi hak
otonom pemerintah Kabupaten Mimika schingga diperlukan adanya Peraturan Dacrah
sebagai pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1098 vang
ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang Nomor 18 lahur 1997
tentang Retribusi Dacrah telah menectapkan jenis-jenis Retribusi dacrah vang menjadi
kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal4  : Cukup Jelas
Pasal 5  : Ayat | : Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri untuk
memiliki  TDI  wajib melenghapi  dengan dohumen
sebagai berikut
- Fotocopy Akte Notaris bagi yang berbadun hokum
dan telah dilegalisasi
- Fotocopy SITU
- Fotocopy K'TP Pengurus * Direktur
- Fotocopy NPWP
- Dalftar mesin peralatan dan kebutuhan bahan bak u
- Dafiar Isian I'DI
= Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (S1P) )
Perusahaan vang melukukan kegiatan usaha industri
untuk  memiliki UL wajib - dilengkapi dengan
dokumen-dokumen sehavar berikut -
a. Melalu Tabap Persetajuan Prinsn
- Fotcopy NPWP



b.

- lrotocopy Akte Pondiian Perusal aan
- Froocopy INMDB
- lotocopy Dhrek i dan Dewan Divck

- lommudir tenteny  informasi pombongunan

pabrik dan sarara produk
- Fow Fopt UKL Jan SiPPl
- Foto Copiizin lobas
- Foto Copi LU Ganaguan atau AN AL
Fanpa melalui Persctajuan prinsip

”~

Foto Copn MWD

Foto Copi Akte pendinan Perahia m

Foto Copi INB

Formulir wetang, informasi perbe nganan
pabrik dun - ana pubrik

Membuat BRL dan UKL dan UPL atau
SPPLL

Surat keteranzan dart pengotole k nwasan
mdustri - Rawasan beriko bahwa
perusahaan dhan di bangun di lokad (bag
vang berfobasr i kawasan  ndustri
Kiwasan ke k)

Perasahaan yare me2lakukan kegivar usaha
perdagangan wetek menilibe SIUP wapb
lengkapi  dengan dokumen dohumen
Ketentuan sebag o berikut

aPerusalir yang berbentule perseroan
terbatas <1
[. Copi thta  notaries pondian
Perusansan

20 Copr surat keputusine Peng esahan
Badan  Hukum  dare Nenterd
Keuanvun,

i Copi kartu Tanda Pendudak (K1)
penmilih  direktur utama penanageung
Jawab perusahaan;

4. copi NPWP Perusahaan.

5. Copi surat Izin tempat saha (SITU)

dari pemerintah - Dacrah  sctempat
bagi kegiatan usaha  perdacangan
yang i persyarathan  S[HU
berdasarkan  ketentuan  Unduang,
undang gangguan (10):

6. Neraca Perusahaan.

b. Perusahaan persekutuan (CV) 1-a)

1. Copr surat akta pendirian perusahaan
/oakta notaries yange tehih o di
daftarkan pada Pengadilan ey eri;

2. Copi Kartu Tanda Penduduk (K117
penmilik i penangung jawab
perusabiogg

3 Copt NIPW P Perusahaan

Copi Surat lzin Tempar Usaha
(ST van Pemerint.! “Yiver wh
setenmipal byl USRI Lisithia

perdag arzan sange i



Jasal 6

Pasal 7 : Ayat7

Pasal 8§

Pasal 9  Ayat2

|

< Pasal 10 :
Pasal 11

Pasal 12

SITU berdasarkan Ketertan ondang
undang Ganggeuan (Hn
5. Nerach Perusiahuaan

¢.Perusahaan berbentuk Kopetis

1. Copi akta pendirian Koperao vang
telah mendapat  penzesahan dar
mstansi berwenang.:

2. Copi Kartu Tanda Pendudok (K1)
pimpinan  /
Koperasi:

3. Copi NPWP Perusahaan

4. Copt Surat  lzin Tempat Usaha
(SITO)  darr pemenintah Daerah

penang pure jawab

setempat bagi  Kkegiat usuha
perdacangan yang di poisy wathan
SIH berdasarkan Ke entuan
Undang  undang:
5. Copi neraca perusahaan
o Perusalian Peroranean (PO
. Cop kartu Tanda Pendu tak (K1)

Py penangpung o b
Copu I7W B Perratie

VoCom Saiat e Pengsd Losahia
pSTEL Ll pemenige [ 21l
selesingl  bagn o ke o AR

perdacangan sang droposyaathan

ST Lerdasarkan keentiam
Undane - undang Gangeuan (HO):
booCopi nenea perusahaar

Cukup Jelas

Dalam penarbitan SIUE dan SIVE Ninum Berathohol A3 bay
perusahaan yang inclis dhan kegitan usihanya welane o udak
pungut biaya rctribus, sebagwr por ahonaan PAD deneone adanyva
Peraturan Dacrah Kabuapaten Minoka, maka i kenakan biava,
masa berlakunya 3 (uea) Tahun dan dapat di perpanjany ke nbal.

Cukup Jelas

Prosedur pendaftaran Gudang yany luasnya lebih dare 10.000 12
selama im diterbitkan oleh pusat Jdan luasnya 2,500 022 sampai
lebih kecil dari 10.000 m2 di wrbitsan oleh propiase dan yang
luasnya 26 m2 sawuopa lebih keal dari 2,500 m! dierbitkan
Kabupaten maka dengan adamva Paaturan Dacrah o Gudang
vang luasnya 36 m2 sampai dengan lebih dari 100 0)0 m2
penerbitanya paga Dacrah setempat dan masa  Tanda Daltar
Gudang berlaku 1 (satu) tahun denpan dikenakan bivy 1 Retribusi
sesuai Peraturan Dacral.

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas



Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup lJelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 : (f‘uku.p Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jeias
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 . Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas

BUPATT MINIKA
CAP/TID
KEEMEN TINAL, SI-

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA

Lembaran Dacrah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 93
] itk Gl vang sah

AR Kgustia doran sang ash
TR ds) R VL




